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Abstrak

Praktik ketenagakerjaan anak di bawah umur dalam sektor usaha mikro di Indonesia
masih menjadi isu yang mendesak untuk ditangani secara serius. Meskipun secara
normatif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas
melarang penggunaan tenaga kerja anak, namun dalam realitasnya praktik ini tetap
berlangsung, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses
pendidikan yang rendah. Lemahnya pengawasan ketenagakerjaan dan kurangnya
kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan pelanggaran ini
terus terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan
ketenagakerjaan dalam usaha mikro yang mempekerjakan anak di bawah umur serta
meninjau sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak dapat diimplementasikan
secara nyata. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan
perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa studi
kepustakaan dan analisis peraturan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan
antara norma hukum dan praktik di lapangan, yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah
pengawas ketenagakerjaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta faktor sosial ekonomi
dan budaya yang memengaruhi keputusan keluarga dalam melibatkan anak untuk bekerja.
Dengan demikian, dibutuhkan reformasi pengawasan berbasis komunitas dan regulasi
yang responsif terhadap dinamika usaha mikro.

Kata Kunci: Ketenagakerjaan Anak, Usaha Mikro, Pengawasan Ketenagakerjaan,
Perlindungan Hukum, Eksploitasi Anak

Pendahuluan

Fenomena keterlibatan anak dalam dunia kerja, khususnya pada sektor usaha
mikro, merupakan tantangan multidimensi yang tidak hanya menyangkut aspek ekonomi
keluarga, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan pendidikan. Meskipun
Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 serta memiliki perangkat
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hukum nasional yang mengatur perlindungan anak dari eksploitasi kerja, praktik
pemanfaatan tenaga kerja anak di bawah umur dalam usaha mikro tetap eksis (Dr
Hermayawati MPd, 2011).

Sebagian besar studi sebelumnya lebih menyoroti aspek sosial dan ekonomi dari
ketenagakerjaan anak, sementara kajian yuridis terhadap pengawasan tenaga kerja anak
dalam usaha mikro masih minim, khususnya dalam konteks implementasi hukum dan
efektivitas pengawasan. Padahal, usaha mikro menyerap tenaga kerja informal secara
besar-besaran tanpa sistem formal ketenagakerjaan, menjadikannya rentan terhadap
praktik eksploitasi anak (Rais, 2013).

Acrtikel ini memberikan kontribusi orisinal melalui analisis mendalam mengenai
kekosongan hukum pengawasan di sektor mikro dan tantangan pengawas
ketenagakerjaan dalam menerapkan regulasi yang ada. Fokus pada sektor mikro
memberikan perspektif baru terhadap urgensi reformasi pengawasan ketenagakerjaan

berbasis regulatif dan kultural (Taylor, 2017).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas sistem
pengawasan ketenagakerjaan terhadap praktik pemanfaatan tenaga kerja anak dalam
sektor usaha mikro, yang selama ini kerap terabaikan oleh mekanisme perlindungan
hukum yang ada. Penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi sejauh mana ketentuan
hukum ketenagakerjaan yang berlaku—terutama yang berkaitan dengan perlindungan
anak dapat diterapkan secara relevan dalam konteks operasional usaha mikro yang sering
kali bersifat informal dan tidak terdaftar. Ketentuan hukum yang dimaksud mencakup
norma-norma nasional maupun komitmen internasional yang telah diratifikasi Indonesia,

termasuk Konvensi ILO (Firdaus Ananta Wibawa & Yahman, 2023).

Selain itu, studi ini bermaksud menyusun rekomendasi kebijakan hukum yang
konkret dan aplikatif guna memperbaiki sistem pengawasan ketenagakerjaan, dengan
menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dan penguatan kapasitas
lembaga pengawas ketenagakerjaan, khususnya di tingkat daerah. Dengan demikian,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan

sistem pengawasan ketenagakerjaan yang lebih responsif, adil, dan berkeadilan sosial,
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terutama dalam konteks perlindungan hak-hak anak dalam dunia kerja pada sektor usaha
mikro (Hastarini, 2019).

Kajian Teori
Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak merupakan pendekatan konseptual yang menempatkan
anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang wajib dilindungi secara
menyeluruh oleh negara, masyarakat, dan orang tua. Hak-hak tersebut mencakup hak
untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan
perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam konteks
hukum internasional, prinsip ini dikukuhkan melalui Convention on the Rights of the
Child (CRC) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun
1989 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
Dalam pasal-pasalnya, CRC secara tegas melarang keterlibatan anak dalam bentuk
pekerjaan yang membahayakan kesehatan, pendidikan, dan perkembangan mental

maupun fisik anak (Maemunah & Hamzah, 2018).

Secara yuridis, keberadaan teori perlindungan anak ini menjadi dasar bagi
negara dalam membentuk norma hukum yang menjamin anak terbebas dari eksploitasi
kerja, khususnya dalam konteks usaha mikro. Perlindungan tersebut tidak hanya berarti
pelarangan kerja anak secara mutlak, tetapi juga pengaturan batas usia kerja, jenis
pekerjaan yang diperbolehkan, dan jam Kkerja yang sesuai dengan kapasitas
perkembangan anak. Hukum positif Indonesia telah mengakomodasi prinsip ini dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 68
sampai dengan Pasal 75, yang menetapkan batas usia minimum untuk bekerja adalah 18
tahun, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara khusus dan terbatas (denis jamal,
2012).

Namun, permasalahan muncul ketika implementasi teori ini dihadapkan pada
realitas sosial dan ekonomi, terutama dalam sektor usaha mikro di mana batas antara
pekerjaan dan partisipasi keluarga kerap kali kabur. Banyak anak terlibat dalam kegiatan

ekonomi sejak usia dini bukan karena eksploitasi dalam arti sempit, melainkan sebagai
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bagian dari strategi bertahan hidup keluarga miskin. Hal ini menyebabkan terjadi
ambiguitas antara perlindungan hukum dan tuntutan realitas ekonomi. Oleh karena itu,
teori perlindungan anak dalam konteks ini harus dipahami tidak hanya sebagai larangan
hukum, tetapi juga sebagai kerangka moral dan sosial yang mewajibkan negara untuk
menyediakan sistem dukungan sosial agar keluarga tidak terdorong mempekerjakan anak
secara premature (Mizan, 2016).

Dalam perspektif yang lebih luas, pendekatan teori ini juga menuntut adanya
integrasi kebijakan lintas sektor antara ketenagakerjaan, pendidikan, dan perlindungan
sosial, agar upaya perlindungan anak menjadi efektif. Teori ini menekankan pentingnya
pencegahan berbasis keluarga dan komunitas sebagai strategi utama, bukan sekadar
pendekatan represif. Oleh karena itu, teori perlindungan anak tidak cukup hanya dipahami
sebagai instrumen hukum, melainkan sebagai kerangka normatif yang mengatur
kebijakan makro negara terhadap anak sebagai bagian dari warga negara yang paling
rentan (Harahap et al., 2023).

Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Teori penegakan hukum atau law enforcement merupakan konsep fundamental
dalam studi hukum yang menyoroti dinamika antara perumusan norma hukum dan
realisasi pelaksanaannya di lapangan. Menurut Lon L. Fuller, keberhasilan suatu sistem
hukum bukan hanya terletak pada isi substansi hukum yang adil, tetapi juga pada
kemampuan sistem tersebut untuk diimplementasikan secara konsisten dan dapat
diprediksi. Dalam pandangan Friedman, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya
hukum adalah tiga elemen utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.
Struktur hukum merujuk pada institusi yang menjalankan dan mengawasi hukum,
substansi hukum merujuk pada norma dan peraturan, sedangkan budaya hukum berkaitan

dengan nilai dan perilaku masyarakat terhadap hukum itu sendiri (USMAN, 2018).

Dalam konteks pengawasan ketenagakerjaan terhadap pemanfaatan tenaga kerja
anak di sektor usaha mikro, teori penegakan hukum mengkaji sejauh mana norma yang
telah dirumuskan dapat ditegakkan oleh aparat pengawas ketenagakerjaan. Banyak kasus

menunjukkan bahwa meskipun norma telah jelas melarang pekerja anak, lemahnya
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pengawasan dan kurangnya sumber daya institusional menyebabkan pelanggaran
terhadap norma ini terus terjadi. Hal ini diperparah dengan karakteristik usaha mikro yang
cenderung informal, tersebar, dan tidak tercatat dalam sistem pendataan resmi

ketenagakerjaan, sehingga menyulitkan pengawasan(Umam, 2022).

Secara struktural, pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia masih menghadapi
berbagai tantangan klasik seperti kurangnya jumlah pegawai pengawas, keterbatasan
anggaran, dan tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah. Selain itu, pada
tingkat substansi hukum, terdapat ketidaksesuaian antara regulasi ketenagakerjaan dan
realitas usaha mikro yang bersifat kekeluargaan dan berbasis rumah tangga. Sedangkan
dari aspek budaya hukum, masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa mempekerjakan
anak di bawah umur dapat tergolong sebagai pelanggaran hukum, apalagi jika pekerjaan
tersebut dianggap ringan atau sebagai bentuk kontribusi anak terhadap penghidupan
keluarga (Aisyiyah, 2018).

Teori ini juga menggarisbawahi pentingnya membangun sistem penegakan
hukum yang adaptif dan kontekstual. Dalam hal ini, pendekatan represif dengan sanksi
pidana sering kali tidak efektif jika tidak diiringi dengan edukasi hukum dan strategi
pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam konteks
perlindungan anak di sektor usaha mikro harus diarahkan pada pencegahan berbasis
kesadaran hukum dan penguatan kelembagaan pengawas, bukan semata-mata
penghukuman (Al-anami, 2023).

Penegakan hukum juga membutuhkan indikator keberhasilan yang lebih
holistik, yang tidak hanya mengukur jumlah kasus yang diproses hukum, tetapi juga
penurunan prevalensi pekerja anak, peningkatan kepatuhan pengusaha mikro, serta
meningkatnya kapasitas pengawas ketenagakerjaan di daerah. Dalam hal ini, kolaborasi
antara dinas ketenagakerjaan, aparat desa, LSM, dan lembaga pendidikan menjadi kunci
penting dalam menciptakan ekosistem penegakan hukum yang berkeadilan dan
berkelanjutan (Viandri & Hayati, 2023).

Konsep Usaha Mikro
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Dalam diskursus hukum dan ekonomi, usaha mikro memiliki kedudukan yang
unik karena berada pada persimpangan antara ekonomi formal dan informal. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta, tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp300 juta. Dalam praktiknya, usaha mikro sering kali tidak terdaftar secara resmi dan
tidak memiliki struktur organisasi yang kompleks, melainkan dikelola dalam lingkup

keluarga atau komunitas lokal (Zulkarnain, 2020).

Karakteristik informalitas ini menciptakan tantangan tersendiri dalam konteks
pengawasan ketenagakerjaan. Banyak usaha mikro beroperasi tanpa izin usaha, tidak
memiliki pembukuan, dan tidak menjalin hubungan kerja formal dengan tenaga kerja
yang terlibat. Dalam banyak kasus, anggota keluarga—termasuk anak-anak—ikut terlibat
dalam proses produksi tanpa kontrak kerja atau pengupahan yang jelas. Hal ini
menyebabkan praktik kerja anak dalam usaha mikro tidak mudah dikategorikan sebagai
pelanggaran hukum, karena kerap dibingkai sebagai bentuk pendidikan kerja atau
keterlibatan sukarela dalam usaha keluarga (Melina, 2020).

Namun, realitas semacam ini menimbulkan dilema hukum. Di satu sisi,
keberadaan usaha mikro penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan penyerapan tenaga
kerja, tetapi di sisi lain dapat menjadi ruang abu-abu yang menyuburkan praktik
pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk eksploitasi pekerja anak. Oleh karena itu,
diperlukan pemahaman Kritis terhadap konsep usaha mikro dalam kaitannya dengan
perlindungan tenaga kerja, khususnya anak. Pemerintah perlu mengembangkan
pendekatan regulatif yang bersifat fasilitatif, bukan represif, yang dapat menjembatani
kebutuhan perlindungan hukum dengan kenyataan sosial ekonomi pelaku usaha mikro
(Kasim & Sahib, 2022).

Penting juga untuk diingat bahwa usaha mikro bukanlah entitas yang homogen.
Terdapat variasi besar dalam skala, jenis usaha, tingkat produktivitas, serta relasi sosial
di dalamnya. Oleh karena itu, intervensi hukum dan kebijakan harus mempertimbangkan
kompleksitas tersebut agar tidak menimbulkan resistensi atau bahkan membahayakan
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keberlanjutan ekonomi lokal. Pendekatan yang terlalu formalistik dapat berujung pada
eksklusi sosial atau penutupan usaha yang justru memperburuk kemiskinan dan
mempertinggi risiko keterlibatan anak dalam kerja paksa. Sebaliknya, pendekatan yang
inklusif dan berbasis dialog sosial berpotensi menciptakan sistem ketenagakerjaan yang

lebih adil dan berkelanjutan di sektor mikro (Risnaningsih, 2017).
Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian
hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang
berlaku, kemudian dikaitkan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini
menelaah ketentuan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin
hukum, dan putusan pengadilan, serta menganalisis bagaimana norma tersebut
seharusnya diterapkan dalam konteks nyata, dalam hal ini menyangkut persoalan
ketenagakerjaan anak di sektor usaha mikro. Fokus utama dari penelitian yuridis normatif
adalah pada logika hukum dan argumentasi normatif, sehingga hasil yang diperoleh
berupa preskripsi atau rekomendasi yuridis terhadap persoalan yang diangkat. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah
norma-norma hukum yang mengatur mengenai ketenagakerjaan anak, perlindungan anak,

dan keberadaan usaha mikro di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, karena penelitian ini tidak
dilakukan melalui wawancara atau observasi langsung. Sumber data sekunder yang
digunakan mencakup berbagai produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,
serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari jurnal-jurnal akademik, laporan
dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan instansi pemerintah terkait, serta putusan
pengadilan jika dianggap relevan untuk mendukung analisis hukum yang dilakukan.

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis,
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yakni dengan cara menguraikan dan menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku, serta
membandingkannya dengan realitas dan praktik yang terjadi di lapangan.

Hasil dan Diskusi
Realitas Ketenagakerjaan Anak dalam Usaha Mikro

Fenomena keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi, khususnya di sektor usaha
mikro, menjadi suatu ironi dalam konteks perlindungan hak anak di Indonesia.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta laporan berbagai lembaga
swadaya masyarakat (LSM), mayoritas anak yang bekerja berasal dari keluarga dengan
latar belakang ekonomi lemah yang menggantungkan penghidupan pada usaha mikro,
seperti warung kelontong, bengkel rumahan, pertanian keluarga, serta sektor informal
lainnya. Dalam banyak kasus, keterlibatan anak dalam aktivitas tersebut dianggap sebagai
bagian dari kontribusi domestik atau upaya “membantu orang tua”, suatu narasi yang

secara budaya dapat diterima tetapi secara hukum justru bermasalah (Satriawan, 2021) .

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
secara tegas melarang pengusaha untuk mempekerjakan anak. Namun dalam praktiknya,
batas antara pekerjaan anak dan kontribusi domestik menjadi kabur, terutama ketika anak
dilibatkan dalam pekerjaan rutin, berulang, dan menghasilkan keuntungan bagi unit usaha
mikro. Aktivitas tersebut secara de facto telah memenuhi unsur pekerjaan sebagaimana
dilarang dalam ketentuan hukum yang berlaku. Terlebih lagi, anak-anak tersebut sering
kali tidak lagi bersekolah secara penuh, kehilangan waktu untuk bermain dan istirahat,
dan mengalami tekanan fisik maupun psikis akibat beban kerja yang tidak sesuai dengan
usianya. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan

praktik sosial yang berlangsung di tingkat akar rumput (Adrian, 2021).
Kelemahan Pengawasan Ketenagakerjaan

Salah satu faktor determinan dalam keberlanjutan praktik ketenagakerjaan anak
di sektor usaha mikro adalah lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan. Dari sisi
kelembagaan, terdapat sejumlah hambatan struktural yang signifikan. Pertama, rasio
jumlah pengawas ketenagakerjaan terhadap jumlah unit usaha mikro di Indonesia sangat

tidak sebanding. Sebagian besar wilayah, khususnya di daerah rural dan peri-urban, tidak
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memiliki pengawas ketenagakerjaan yang aktif dan rutin melakukan inspeksi, apalagi
dengan mandat khusus menyasar sektor informal (Sri Novita, 2022).

Kedua, fokus kebijakan pengawasan tenaga kerja selama ini lebih banyak
diarahkan pada sektor industri besar dan menengah yang memiliki legalitas formal,
sedangkan usaha mikro sering kali tidak terdaftar secara administratif sehingga tidak
terpantau oleh sistem pengawasan resmi. Ketiga, tidak terdapat instrumen hukum yang
secara spesifik mengatur mengenai model pengawasan tenaga kerja dalam sektor usaha
mikro, sehingga pengawas tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan
tindakan represif atau korektif terhadap pelanggaran yang terjadi dalam unit usaha kecil
berskala keluarga. Keempat, secara geografis, banyak usaha mikro berada di wilayah
yang tidak terjangkau oleh pengawas karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas
operasional. Kelima, koordinasi lintas sektor antar instansi terkait, seperti Dinas Tenaga
Kerja, Dinas Sosial, dan Pemerintah Desa, belum berjalan secara sinergis, sehingga
kebijakan pengawasan menjadi parsial, terfragmentasi, dan tidak berkelanjutan (Sutrisno,
2022).

Masalah kelembagaan ini mencerminkan lemahnya political will dan agenda
perlindungan anak dalam kerangka pembangunan mikro-ekonomi lokal. Padahal,
keberadaan pengawasan ketenagakerjaan yang efektif adalah syarat mutlak bagi
pelaksanaan hukum ketenagakerjaan yang substansial dan berkeadilan (Devi & Simamora,
2023).

Ketidaksesuaian Regulasi dengan Realitas Sosial

Meskipun Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan
pengecualian bagi anak berusia antara 13 hingga 15 tahun untuk melakukan pekerjaan
ringan yang tidak mengganggu pendidikan dan perkembangan fisiknya, pengecualian
tersebut menjadi problematik ketika tidak disertai dengan penjabaran konkret mengenai
bentuk, waktu, dan lingkungan kerja yang dapat dikategorikan sebagai “ringan”.
Ambiguitas definisi ini sering disalahgunakan oleh pelaku usaha mikro untuk
melegitimasi partisipasi anak dalam kegiatan ekonomi yang bersifat rutin dan produktif
(Dasmadi, 2022).
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Lebih jauh lagi, peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja
maupun Peraturan Daerah belum sepenuhnya mengatur secara komprehensif tentang
batasan pekerjaan ringan, termasuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya. Dalam
praktik di lapangan, banyak anak yang terlibat dalam pekerjaan fisik berat, bekerja lebih
dari empat jam sehari, dan seringkali menggantikan peran pekerja dewasa. Kondisi ini
menyebabkan anak kehilangan hak-hak dasar mereka, khususnya dalam memperoleh
pendidikan yang layak, waktu istirahat yang cukup, serta perlindungan terhadap risiko
kecelakaan kerja (Peanta, 2023).

Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara norma hukum yang bersifat umum
dengan kondisi sosiologis masyarakat menunjukkan perlunya reformulasi regulasi
ketenagakerjaan anak. Reformulasi ini harus didasarkan pada pendekatan berbasis bukti
(evidence-based policy), dengan memperhitungkan realitas sosial, ekonomi, dan kultural
masyarakat setempat, serta memperkuat dimensi perlindungan hukum anak sebagai

subjek hukum yang independen.
Tinjauan Yuridis: Ketentuan Hukum dan Implementasi

Dalam perspektif yuridis, pengaturan mengenai pelarangan kerja anak telah
mendapatkan dasar konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Ketentuan ini diperkuat dengan pengaturan dalam UU Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak dan ratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the
Rights of the Child) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dalam konteks
ketenagakerjaan, Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan mengatur
pelarangan kerja anak, jenis pekerjaan yang dikecualikan, serta tanggung jawab hukum

bagi pelanggar ketentuan tersebut (Pramuditya et al., 2020).

Namun, dalam implementasinya, terjadi inkonsistensi antara hukum normatif
dengan tindakan administratif dan penegakan hukum di lapangan. Beberapa faktor yang
menyumbang pada lemahnya implementasi antara lain adalah: keterbatasan kapasitas
institusi pengawas, lemahnya sistem pelaporan pelanggaran ketenagakerjaan anak, dan
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masih adanya toleransi sosial terhadap praktik kerja anak, khususnya dalam konteks
kekeluargaan dan usaha mikro. Model law enforcement yang berjalan selama ini lebih
bersifat administratif daripada preventif dan represif, sehingga tidak mampu memberikan

efek jera maupun mencegah pelanggaran serupa terulang Kembali (UNICEF, 2020).

Pengawasan ketenagakerjaan sebagai bentuk dari law enforcement mestinya
diarahkan pada penguatan norma dan perlindungan anak secara sistemik. Hal ini dapat
dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas pengawas tenaga kerja melalui pelatihan
khusus tentang isu anak dan usaha mikro, penguatan regulasi teknis yang mengatur
batasan pekerjaan ringan secara eksplisit, serta peningkatan koordinasi lintas sektor

dalam bentuk sistem terpadu berbasis data yang akurat (Djakaria, 2017).
Kesimpulan
Studi ini menyimpulkan bahwa:

Pengawasan ketenagakerjaan terhadap anak yang bekerja di sektor usaha mikro
hingga saat ini masih sangat lemah dan belum menunjukkan efektivitas yang optimal.
Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan jumlah pengawas
ketenagakerjaan yang tidak sebanding dengan luas dan kompleksitas sektor informal,
ketiadaan skema pengawasan khusus yang dirancang untuk menjangkau unit usaha
mikro, serta adanya hambatan budaya dan ekonomi yang mempengaruhi penerimaan
masyarakat terhadap keterlibatan anak dalam pekerjaan domestik yang produktif.
Meskipun ketentuan hukum yang mengatur pelarangan kerja anak telah tersedia secara
normatif, implementasinya belum berjalan secara maksimal karena regulasi yang ada
kurang adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat kelas bawah. Hal ini
menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi hukum normatif dengan realitas

sosial yang berlangsung di lapangan.

Untuk menjawab permasalahan ini, diperlukan upaya konkret melalui penyusunan
regulasi turunan yang lebih teknis dan operasional, terutama yang mengatur secara rinci
tentang bentuk pekerjaan ringan, batas waktu kerja anak, serta mekanisme pengawasan
sektor informal. Salah satu solusi yang dapat dikembangkan adalah penerapan sistem

pengawasan berbasis masyarakat atau community-based labor inspection, yang
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memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pemantauan dan pelaporan
pelanggaran ketenagakerjaan anak di lingkungan sekitarnya. Sistem ini tidak hanya
memperluas jangkauan pengawasan tetapi juga memperkuat kesadaran hukum
masyarakat. Selain itu, pendekatan represif dalam penegakan hukum perlu
dikombinasikan dengan strategi edukatif dan program pemberdayaan ekonomi keluarga.
Dengan demikian, keluarga tidak lagi menjadikan anak sebagai sumber pendapatan
utama, melainkan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi secara mandiri tanpa
mengorbankan hak-hak dasar anak, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan

perlindungan sosial.
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